BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2014

? TENTANG “

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABU PATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DAIRI,

2. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah
Dacrah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 PAMK.07 2014 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Protest Guru Pegawai Neger
Sipil Dacrah kepada Daerah Provinsi. Kabupaten dan Kota Tahun
Anggaran 2014, dan Peraturan Gubernur Sumatera Uitara Nomor 3
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 menyebabkan
terjadinya perubahan pada postur Anggaran Pendapatan  dan Belanja
Duaerah Kabupaten Daiti Tahun Anggaran 2014

b, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 avat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentany Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah. Bupati sclaku Kepala Dacrah
dapat melakukan Perubahan Penjabaran  Anggaran Pendapatan  dan
Belanja  Daerah untuk  selanjutnya dianggarkan dalam rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah:



.
)
c. ®hahwa untuk memenuhi maksud hurut a dan hurdt b, perfu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubanan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 2
“Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Dain dengan mengubah  Undang-
‘
undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (LLembaran
Negara  Republik indonesia Tahun 1964 Nomor — 96. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2089) :

3]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1985
Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undane-t ndang Nomor 12 Tahun
1085 tentang Pajak Bumi dan Bangunap «Lombaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. ambalicn T ombaran Negara Republik
Indoniesia Nomor 3569).

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1999 1tentang Penyelenggaraan
Negara yahg Bersih dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. ‘Tabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia | Aun 2004 Nomor 5. Tambahan
[ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335)

6. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

| Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan [.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400): .

|
[ ]
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7.

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2604 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rf:publik Indenesia  Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran h‘ggz-;'zi Republik  indonesia Nomor 4437
sebagaimana telaly dizthal beberepa kaliterakhiv denaan Undang-Undang
Nomor 12 'l’u‘fu:ﬁ‘.‘“i’?ﬂ& tentany Perubahan Kedua atas {'ndane-Undang
Nomor 32 Taiun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (1.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan {.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 7004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3049):

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

 Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentany P!:n‘xhi!m;m dan Pengawasan
alus Penyelengguraan Pemerintah Dacrah (I:cmh;u';m Negara Republik
Indonesia .Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran  Negar

Republik [ndonesia Nomor 4593):

Peraturan Pemerintah  Nomor 2+ Tahun 2004 tentang  Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 4410) sebagaimana
telah diubah  beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan  ketiga atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggotd Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(Lembaran  Negara Republik indonesia {ahun 2007 Nomor 47.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712}

L



—
[FS]

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Dana Perim

bangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

' Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

16.

18.

Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dacrah ({.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 J'ambahan

Lembaran Nt‘uaxa Republik Indonesia Nomor STSSy:

. Peraturan Pemermtal Nomor 57 Tahun 2003 tentang Hibah kepada

Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik thdonesia Nomor 453771

Peraturan Pemeriniah Nomor 58 Talun 2003 wntang Pe ngelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi \\ indonesia Tahun 2003
Nomor 140. Tambahan Lembaran Negart Rupuhm\ Indonesia Nomeor

4573).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 temang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negard Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (anbax an Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737).

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang

pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah scbagaimana telah diubah
beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7} Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentany Pedoman Pengzlolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indone: ia Tahun 2011 Nomor 310 ).

Peraturan Menterl Dalam Megeri Nomer 77 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 20C8 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan

Pcmerimahan Daerah Kabupaten Dairt (Lembaran Daecrah Kabupaten

Dairi Tahun 2008 Nomor 02. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 123):

20, peraturan  Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 lahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah LFL\H .Sckrcmrim Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Dairi Tahun

2008 Nomor @3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor
126):

3. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 035 Tahun 2008 tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah  Kabupaten Dair
{Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05. Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1281 |

|
74 Peraturan Daerah Kabupaten Dair Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah  Kabupaten Dairi
- (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor (8. Tambahan
Lembarar: Daerah Kabupaten Dair Nomor 130
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan { Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2011 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomoer 135):
~ 26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 zhun 2011 tentang Pajak
| Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 6.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pairi Nomor 137).
27.Pcraturan‘Daerah Kabupaten Dair Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011
Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 138):
28. Peratumﬁ Daerah Kabupaten Dairi Nomor | Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Dairi Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014
Nomor 1);
29.Peratur5n Bupati Dair Nomor 2 Tabun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun

Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 2):



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DAIRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA }DAERAH KABUPATEN
DAIRI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

[

Bupati adalah Bupati Dairt.

(OS]

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Dacrah Kabupaten Dairi.

4, Dewan Perwakilan Rakyut Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Kabupaten Dairi.

5. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daeral yang dibahas bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilal kekayaan
bersih. |

9. Belanja Dacrah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui schagai pengurang nilat
kekayaan bersih.‘

10. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

11. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daeran dan belanja daerah.

12. Pembiayaan Dacrah adaiah semua penerimaan yang perlu dibayar Lembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang persangkutan maupun pada tahun-

|
tahun anggaran berikutnya.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisil lebih
realisasi peneriina:m dan pengeiuaran anggaran selama satu periode anggaran.

14. Piutang Daerah adalah jumlah vang yang wajib dibayar kepada !T‘.-;merintah Daerah dan atau hak
Pemerintah Dherah Kabupaten Daiit yang dapat dinilal dengant vang sebagai akibat perjanjian
atau akibat lainnya perdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan‘atau kewajibar
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perianjial

atau akibat lainnya berdasarkan peratuian perundang-undangnn atau akibat lainnya yang sah.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan  dan

Belanja  Daerah Tahun

Rp.753.503. 629.937.00 bertambah - sejumiah Rp.37.201.4

Rp.810.704. 715.945.00 dengan rincian sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

jumlah Pendapatan setelah pergeseran
2. Belanja
a. Semula
b. Benambah/(belkmamc)
Jumlah belanja setelah nexg’.%ran
Surplus/ (Dehsn) setelah perpeseran
3. Pembiayaan Dacrah,

a. Penerimaan
1. Semula
2. Bertambah/(be rkurang)
Jumlah Penumman setelah pergeseran
b. Pengeluaran
1. Semula
2. Bertambuhf(bt:rkurang)
Jumlah Peageluaran setelah pergeseran
Jumlah Pembiayaan Netto, setelah pergeseran (a-b)

¢. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Penjabaran Pergescran  Anggaran Pendapatan dan Belanj

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Anggadran

T Rp.

a Dacrah

7 dirinci lebih lanjut pada L.

014 semula

00800 sehingga

Anggaran 2014 sebagar berthut

Rp. T19.633.367.922.00
Rp. ,_4_2_.})_(,3;(_)08.008.(

Rp. ~7.601.665.930.00

Rp. 753.303.629.937.00
Rp.  57.493.310.808.00
Rp. ¥10.999.140.745.00

Rpa 13.397.474.815.00)

Rp. 200.170.062.013 00
Rp. 932741280000
Rp. 49.697474.815.00
Rp.  6.300.000.000.00
Rp. e . — 0.00
Rp. :‘m_3()(».0(»0.()0()_0()

Rp, 4339747481500

0.00

Iahun

(2) Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini dari

a. Lampiran | Ringkasan Pergeseran APBD 2014 : dan

b. Lampiran Il Penjabaran Pergeseran APBD 2014

Anggaran

sejumlah

menjadi

o014

ampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal §

1
i

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairt.

Ditetapkan di Sidik: l‘dl
pada tanggal Tt M/ 2014

BUP, Tl DAIRI,

KRA. J NY SITOHANG ADINEGORO
Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Me: 204
SEKRETARIS RAH KABUPATEN DAIRIL,

JULIUS'GL/H(NING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 7



